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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al-Insyirah, Ayat 6-8) 
 
 
“Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.” 
( Ali bin Abi Thalib) 
 
“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang 
di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk 
keabadian.” 
(Pramoedya Ananta Toer) 
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Novi Ratna Sari, S.321402005, 2016, Implementasi Perlindungan Hukum 
Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang 
punggung penanggulangan pengangguran dan kemiskinan sekaligus roda 
penggerak perekonomian negara. Ketahanan dan daya saing UMKM di Indonesia 
merupakan prioritas dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 
Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan kemudahan-kemudahan usaha 
bagi para penggiat UMKM ini agar dapat memberikan fondasi perekonomian 
yang kuat bagi Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi, mengetahui 
kendala dan solusi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah serta untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam 
mewujudkan UMKM yang sejahtera dan mampu berdaya saing dalam 
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal (sosiologis) 
dengan menggunakan data primer dan data sekunder dalam bentuk penelitian 
evaluatif dengan sifat penelitian eksplanatif dan eksploratif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen dengan menggunakan model 
analisis data interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ternyata masih 
mengalami berbagai hambatan. Solusi pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan pelaku UMKM diantaranya dengan meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia, peningkatan sarana dan prasarana, memperluas jaringan 
pemasaran, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila 
UMKM di Indonesia telah benar-benar siap bersaing baik dari sisi kualitas barang 
maupun jasa, maka tujuan pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan 
kesejahteraan para pelaku UMKM berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang 
Dasar 1945 akan tercapai. 
Diharapkan ketiga komponen dalam pengimplementasian Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu lembaga 
pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan, serta pemangku kepentingan 
dapat bekerjasama dengan baik. Kepada Pemerintah c.q. Eksekutif dan atau 
Legislatif pembuat undang-undang untuk segera merevisi Undang-undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar dibuat undang-
undang baru yang mengatur tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
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Novi Ratna Sari, S.321402005, 2016, The Implementation about Law 
Protection for Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises Of Law 
Number 20 Of 2008 about Law Protection for Micro-, Small-, and Medium-
Scale Enterprises In Dealing With ASEAN’s Economic Community.  
Thesis : Law Science Master Study Program of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
 
Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises (SMEs) is one of 
backbones in coping with unemployment and poverty and the activator of state 
economy. SMEs’ tenacity and competiveness in Indonesia is the priority in 
implementing ASEAN’s Economic Community in 2015. Government should give 
the performers of SMEs protection and facilitation in order to provide the strong 
foundation for Indonesia.   
This research was conducted to study the implementation of, to find out 
the constraints with and the solution to the constraints with the implementation of 
Law Number 20 of 2008 about Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises 
(SMEs) and to find out the Government Policy in bringing the prosperous and 
competitive SMEs into reality in dealing with ASEAN’s Economic Community.  
This study was a non-doctrinal (sociological) law research using primary 
and secondary data in the form of evaluative research that was explanatory and 
exploratory in nature. The data collection was carried out using interview and 
document study technique, while data analysis with an interactive model of data 
analysis.  
The result of research showed that in fact the implementation of Law 
Number 20 of 2008 about Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises (SMEs) 
still faced many constraints. The solution the government took in improving the 
performers of SMEs’ prosperity included improving the quality of Human 
Resource, improving infrastructure, expanding marketing network, and improving 
the society’s legal consciousness. When Indonesian SMEs had been actually 
ready for competition, in the quality of both product and service, the objective of 
national economic development to improve the performers of SMEs’ welfare 
based on Article 33 clause (1) of 1945 Constitution would be achieved.  
Three components existing in the implementation of Law Number 20 of 
2008 about Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises (SMEs) including 
legislative, executive institutions and stakeholders were expected to cooperate 
well. The government, including executive and legislative institution, should 
revise the Law Number 20 of 2008 about Micro-, Small-, and Medium-Scale 
Enterprises (SMEs) immediately to release new law governing ASEAN’s 
Economic Community. 
 
Keywords: Law Protection, Micro-, Small-, and Medium-Scale Enterprises 
(SMEs), ASEAN’s Economic Community. 
 
